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Pelaksanaan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Simeulue dengan PT. Kasama Ganda merupakan suatu terobosan yang
dilakukan dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Namun, pada pelaksanaannya kerjasama yang telah disepakati tersebut
menyimpang dari aturan hukum yang berlaku serta tidak sesuai dengan mekanisme yang transparan. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui dan menjelaskan bentuk kepentingan ekonomi dan politik Pemkab Simeulue dalam pelaksanaan KSO pengelolaan
PDKS, serta menjelaskan dampak yang ditimbulkan setelah dilakukannya kerjasama dengan PT. Kasama Ganda. Data yang
diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca
buku teks, peraturan perundang-undangan, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan
dilakukan dengan observasi serta mewawancarai informan penelitian. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa proses pelaksanaan
KSO pengelolaan PDKS tidak sesuai dengan mekanisme yang transparan dan pembagian hasil produksi kelapa sawit tidak
memberikan keuntungan yang seimbang dan wajar bagi daerah. Pelaksanaan KSO ini berkolerasi positif dengan kepentingan
ekonomi politik pemerintah Kabupaten Simeulue melalui penunjukan PT. Kasama Ganda sebagai mitra kerja pengelolaan PDKS.
Adapun dampak yang ditimbulkan setelah dilakukannya kerjasama adalah bahwa PT. Kasama Ganda tidak melaksanakan
pemeliharaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit PDKS, PT. Kasama Ganda belum mampu memberikan kontribusi positif bagi
PAD Kabupaten Simeulue. Diharapkan kepada pihak eksekutif, legislatif serta lembaga yang ikut berperan dalam pelaksanaan
kerjasama ini, agar dapat meninjau kembali seluruh perjanjian dan komitmen pelaksanaan KSO pengelolaan PDKS dengan PT.
Kasama Ganda. Serta mengevaluasi hasil kinerja PT. Kasama Ganda selama dua tahun sebagai bentuk pertimbangan bagi
pemerintah untuk melanjutkan atau membatalkan kesepakatan kerjasama tersebut.
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The partnership between Simeulue government and Kasama Ganda Manufacture is implemented to support local development.
However, in implementation, this partnership deviates from law aspects and transparency mechanism. This research aimed to find
out and to identify economic and political interest of Simeulue government in implementing Join Operation in Regional Company
of Simeulue Regency and also to explain some effects arose after implementing partnership with Kasama Ganda Manufacture. The
data was obtained through library and field research. The library research was conducted by reading books, legislation, and other
reading sources related to the research. Field research was conducted by doing observation and interviewing the research informant.
The research result showed that the implementation process of Join Operation in Regional Company of Simeulue Regency was not
suitable to transparency mechanism and the distribution of palm oil product did not provide balance and reasonable profit to
Simeulue Regency. The implementation of Join Operation provided positive correlative to political economic of Simeulue
government needs with Kasama Ganda Manufacture as business partner in managing Regional Company of Simeulue Regency.
Some problems arose after building the partnership were Kasama Ganda did not managing nor maintaining palm oil plantation of
Regional Company of Simeulue Regency and Kasama Ganda Manufacture did not able to provide positive contribution to Regional
Income of Simeulue Regency. It is expected to executive, legislative, and other related parties in this partnership to review the
agreement and commitment in implementing Join Operation in managing Regional Company of Simeulue Regency with Kasama
Ganda Manufacture. Work performance evaluation of Kasama Ganda within last two years is needed as a form of consideration for
Simeulue government to continue or to cancel the agreement in the future.
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